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' Hentikan Ketergantungan Impor

PRESIDEN Jokowi menginstruk-
sikan agar Indonesia mengurangi
ketergantungan pada kedelai impor
harus dilakukan. Presiden ingin
kedelai kita tidak 100% tergantung
kiriman luar negeri (KR 20/9).

Rencana dan imbauan untuk me-
nyetop ketergantungan pada pro-
duk luar negeri khususnya kedelai
sebenarnya sudah lama. Gerakan
untuk menghentikan ketergantung-
an tersebut sebenarnya sudah be-
berapa kali, ketika harga kedelai
melambung, pedagang kecil tak
mampu lagi membeli. Sehingga se-
jumlah perajin tempe bangkrut.
Atau pedagang tahu tempa menyu-
sutkan barang dagangan.

Saat itu, tahun 2018 dikatakan
masih ada empat juta hektare lahan
yang dapat disiapkan menjadi la-
han kedelai untuk memenuhi keku-
rangan produksi. Sehingga Kemen-
terian Pertanian menyatakan dalam
waktu dekat akan dikembangkan
lahan kedelai. Optimis yakin dua
tahun ke depan (waktu itu) 2020,
bisa diwujudkan. Namun ternyata
belum bisa.

Saat ini kebutuhan produksi seki-
tar 2,4 juta ton, turun terus. Menko
Perekonoimian Airlangga Hartarto
menyatakan produk nasional turun
karena petani memang banyak
yang enggan menanam kedelai.
Sebab petani tidak bisa menanam
kedelai jika harganya di bawah Rp
10.000 per kilogram. Sebab akan
kalah dengan harga impor dari AS
yang hanya Rp 7.700 atau bisa
lebih murah lagi. Inilah salah satu
penyebab mengapa petani meng-
hindari menanam kedelai.

Tahun 2018 produksinya masih
700.000 hektare, kini menurun pada
150.000 hektar. Kemana mereka
lari? Yang mereka memilik mena-
nam jagung yang lebih menguntung-
kan. Menurut para petani, lahan
yang dipunyai sekarang makin sem-
pit karena banyak yang dijual. Dalam
lahan sempit tersebut, mereka me-
milih tanaman yang lebih mengun-
tungkaa. Selain itu, tak banyak bibit
kedelai yang berkualitas yang bisa
ditanam agar lebih menghasilkan

hasil yang berkualitas. Sehingga
bisa mendongkrak harganya.

Hambatan lain tersebut, menge-
nai benih-benih berkualiatas. Se-
hingga, produksi kedelai menjadi
minim. Pemerintah dianggap sam-
pai hari ini belum mengembangkan
benih-benih unggul, benih-benih
lokal kita yang banyak itu belum
banyak dikembangkan. Jadi akibat-
nya produksi nasional kita dari yg
dulunya bisa memenuhi 70-80%
sekarang terbalik cuma 20%. Kita
jadi impor.

Namun soal bibit unggul, peme-
rintah kini sudah menyiapkan bibit
unggul yang direkayasa secara ge-
netic atau genetically modified or-
ganism kedelai yang dinamakan
GMO. Dengan bibit unggul tersebut
diharapkan produksi per hektare
bisa melonjak beberapa kali lipat.
Selama ini harga jagung sama de-
ngan kedelai Rp 5.000 per kilo-
gram. Dalam area sama, kalau ja-
gung bisa ber hektarenya 6-7 ton,
namun kedelai hanya 1, 5 ton.

Maka stratgei yang digunakan
untuk mendongkrak agar mengu-
rangi ketergantungan, di antaranya
adalah mendorong agar petani te-
tap menenam kedelai. Presiden te-
lah meminta agar Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) membeli har-
ga dari petani sesuai harga yang
sudah ditentukan. Presiden menu-
gaskan BUMN agar bisa membelai
kedelai dari petani di harga Rp
10.000,-.

Selain itu, diharapkan program in-
sentif lainnya juga agar kreatif se-
suai kebutuhan, agar kepasitas pro-
duksi nasional meningkat. Misalnya
dengan pemberian subsidi harga,
subsidi sarana produksi, pengada-
an alat mesin dan introduksi tata ni-
aga kedelai yang baik dan efisien
serta penyuluhan dan pendamping-
an petani yang efektif. Dengan de-
mikian harapan untuk mengurangi
ketergantungan bisa tercukupi.
Presiden juga telah menekankan,
bahwa impor boleh saja, namun
menanam sebanyak-banyak dari
dalam negeri, tentu akan lebih
menarik. (**)
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SILATURAHMI politik mulai gencar
dilakukan elite politik. Namun janganlah
hal ini membuat warga terkecoh dan
hendaknya juga cerdas membaca arah
politik yang ada. Meski sebenarnya hal
ini bukan hal mudah bagi masyarakat.
Mengingat sekarang banyak sumber
yang kadangkala malah mengecoh kita.

Kami rindu adanya pendidikan poli-
tik yang netral, yang bukan meru-
pakan indoktrinasi politik elite partai.
Mungkinkah perlu menunggu kalang-

DULU orang tua sering memberi
wejangan, nasehat dengan kalimat :
Donya ora mung sak godhong kelor.
Maksudnya, jangan mudah putus asa
apalagi patah hati, karena sesuatu
yang menyakitimu. Banyak hal lain
yang bisa dilihat selian sesuatu terse-
but. Dengan demikian, kita tidak akan
mudah putus asa.

Namun sekarang kita akan menga-
takan dunia itu hanya seluas daun
kelor. Bagaimana tidak? Karena apa
yang terjadi di belahan bumi lain akan
segera kita ketahui, hanya dalam hi-

Menanti Pencerahan Politik dari Kampus

an kampus melakukan pencerahan?
Mungkinkah KKN mahasiswa seka-
rang mengisi pencerahan dan pen-
didikan politik agar masyarakat bisa
tahu bagaimana memilih dengan cer-
das? Pendidikan politik seperti menje-
lang Pemilu 1999, pascareformasi du-
lu. Saya kiri ini menjadi harapan ba-
nyak orang dan kami menunggu. Mes-
ki saya tahu bagi kalangan kampus
pun ini bukan hal mudah. O

Lilik, Bogeman Magelang

Sekarang Dunia Seluas Daun Kelor

tungan menit. Bahkan yang menarik -
atau membuat prihatin? - ketika ba-
nyak tempat wisata yang menawar-
kan miniatur-miniatur icon manca :
Menara Eiffel, Kincir Angin, Spinx dan
lainnya di banyak kota di Indonesia.
Bahkan ada nuansa Jepang di Bantul
dan lainnya.

Dunia sekarang memang menjadi
sempit. Karena benda pipih Bernama
gawai, gadget, handphone dan lain-
nya. Jadi sekarang, dunia seluas daun
kelor. O

Mbah Hadi, Manyaran Wonogiri

vy

Pernikahan Dini, PR’ Besar Yogya

KETIKA dinyatakan kembali sebagai
provinsi layak anak (provila) untuk
keempat kali, harian ini lewat tajuknya
(KR, 1/8) sudah mengingatkan, agar seyo-
gianya tidak hanya bicara soal indikator
dan proses namun juga outcome kualitas
anak. Selain merebaknya klithih maka
tantangan lain yang dihadapi DIY adalah
tingginya angka pernikahan dini. Ini
harus mendapat perhatian. Artinya,
pernikahan dini merupakan per-
soalan serius yang harus mendapat
perhatian serius pula.

Pekan lalu, Ketua Tim Kajian Per-
nikahan Dini Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk (DP3AP2)
Warih Andan Puspita di kantornya
mengungkap fakta mencengangkan.
Menurutnya, selama tiga tahun ter-
akhir, trend angka kasus pernikahan
dini mengalami kenaikan. Data 2019
mencatat terdapat 394 kejadian.
Angka itu melesat di tahun 2020 men-
jadi 948. Meski tahun 2021 sedikit tu-
run di angka 757 kasus, namun se-
mua ini perlu perhatian bersama.
Warih bahkan menyebut ini butuh
perhatian serius dan menjadi ‘PR’
bersama. (KR, 17/9).

Dampak Panjang

Harus diakui, pernikahan dini bak
persoalan laten bangsa. Apalagi juga me-
miliki dampak sangat panjang : ekonomi,
kesehatan mulai kesehatan psikhis, fisik
dan kesehatan reproduksi bahkan juga
berdampak sosial. Namun kasus ini
seakan terus berulang. Peraturan hukum
UU Perkawinan yang sudah diperbaiki ii
usia nikah adalah 19 tahun, sama antara
lelaki perempuan — seakan tidak
memengaruhi. Informasi pengetahuan
mengenai dampak negatif pernikahan di-
ni, seakan tidak berarti. Benarkah?

Fakta bila permohonon izin atau dis-
pensasi menikah, terus bertambah meski
usia nikah sudah ditingkatkan, tidak bisa
dielakkan. Kian miris, ketika 80% alasan
utamanya permohonan izin menikah
adalah akibat kehamilan tidak dikehen-
daki. Persoalan ekonomi, budaya dan ju-

Fadmi Sustiwi

ga pemahaman agama yang sempit, men-
jadi dasarnya permohonan tersebut.
Termasuk tentu saja, pergaulan tidak se-
hat, minimnya pengetahuan reproduksi
sehat yang ditambah minimnya peng-

awasan.
Problema pernikahan anak atau

pernikahan dini, bukanlah persoalan
baru. Di Indonesia, masalah ini bahkan
sudah dibahas sejak hampir seabad si-
lam. Jika bangsa ini tidak lupa sejarah,
pasti mengingat ketika sejumlah tokoh
dalam Kongres Perempoean I juga mem-
bahas persoalan pernikahan anak.
Bahkan salah satu keputusan kongres
yang diselenggarakan di Yogyakarta ini
ialah mencegah perkawinan anak-anak.
Artinya, problema pernikahan anak su-
dah menyita perhatian perempuan pe-
juang sejak seabad silam. Bahkan
Kongres Perempoean juga mengirimkan
mosi kepada Pemerintah (Hindia
Belanda) agar secepatnya diadakan fonds
bagi janda dan anak-anak, tunjangan
bersifat pensiun jangan dicabut dan seko-
lah-sekolah putri diperbanyak. Waktu

itu, sekolah dinilai dapat dan akan
‘menghambat’ atau menunda dilakukan
pernikahan anak.
Barometer

Kini apa yang disampaikan Ketua Tim
Kajian Pernikahan Dini DP3AP2 DIY
seakan menjungkirbalikkan upaya yang
sudah diperjuangkan cukup lama.
Sebuah realita tidak mengenakkan dan
mestinya menampar banyak pihak kare-
na abai dalam memerhatikan anak,
pemilik masa depan. Mengingat de-
ngan pelbagai predikat : mulai Kota
Pelajar, Kota Budaya, Kota Wisata,
Yogya acapkali menjadi barometer na-
sional setelah Jakarta. Mengingat se-
jarah, dari Kota Yogyakarta lah pence-
gahan perkawinan anak dicetuskan
secara resmi dan formal. Lantas
bagaimana kepedulian dan perhatian
terhadap anak di DIY ini?

Mengemban amanat sejarah Kong-
res Perempoean, fakta yang dipapar-
kan Tim Kajian Pernikahan Dini, tidak
bisa dipandang sebelah mata. Realita
ini terasa menyesakkan bagi siapa pun
yang peduli masa depan bangsa : orang
tua, pendidik, agamawan, wakil rakyat,
budayawan terlebih para aktivis pe-
juang kesehatan reproduksi. Bukankah
kita pernah diingatkan Sekjen PBB
Kofi Annan (1997- 2006) : ..... Apa yang
terjadi pada millenium yang akan datang
dapat dengan mudah direfleksikan dari
seberapa jauh perhatian kita pada anak-
anak saatini. 0

*) Fadmi Sustiwi, jurnalis pemerhati

keseteraan perempuan dan anak.

KR-JOKO SANTOSO

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih
partisipasinya dalam menulis dan me-
ngirimkan artikel untuk SKH Kedaulatan
Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya me-
nerima tulisan lewat email : opini-
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subjek mengenai isu yang ditulis serta
jangan lupa menampilkan fotocopy iden-
titas. Terimakasih.

Menguji Ketahanan Ekonomi UMKM

KENAIKAN harga BBM seakan
menjadi tekanan baru terhadap pereko-
nomian daerah yang diikuti naiknya la-
juinflasi. Tentunya bayang-bayang pe-
ningkatan harga ini akan menekan sta-
bilitas perekonomian daerah, terutama
terkait dengan keberadaan pelaku
UMKM yang jumlah proporsi usahanya
mendominasi perekonomian daerah.
Data Sibakul yang dikelola Diskop UKM
DIY sudah mencatat lebih dari 340 ribu
pelaku UMKM dari wilayah DIY.

Sebagian besar dari pelaku usaha
yang tercatat tersebut adalah pelaku
usaha mikro dengan kelas usaha sangat
rentan pada tata kelola bisnisnya.
Adanya gejolak pandemi yang belum ju-
ga berakhir dan diikuti dengan situasi
sulit adanya bayang-bayang inflasi, ten-
tunya akan memukul keberadaan seba-
gian besar pelaku usaha mikro kecil.
Ancaman lesunya tingkat konsumsi ma-
syarakat juga berdampak pada sektor
ekonomi unggulan, mulai dari turunnya
okupansi perhotelan, lesunya tingkat
kunjungan wisata, hingga melemahnya
daya beli masyarakat.

Namun, Pemerintah tentu tidak akan
tinggal diam menunggu situasi mem-
baik dengan sendirinya. Skema inter-
vensi yang mendorong stabilitas harga
bahan pokok dan upaya sistematis men-
jaga ketersediaan barang melalui rantai
pasok yang sustainable, sudah menjadi
garis operasional yang didukung melalui
koordinasi lintassector, lintaswilayah,
hingga lintaskewenangan.

Ekonomi Kreatif Istimewa

Hal terpenting yang harus diupaya-
kan dalam menghadapi gejolak inflasi
adalah menjaga ekosistem perekonomi-
an daerah yang disangga pelaku UMKM
ini tetap kondusif. Yakni membuat
suasana berusaha tetap kreatif. Di sam-
ping upaya regular yang sudah dan se-
dang diupayakan berbagai pihak.

Wisnu Hermawan

Sebagai gudangnya ekonomi kreatif,
ladang untuk berkreasi dan berekspresi
harus terus dimunculkan dimana saja,
di seluruh wilayah DIY. Berita KR (11/9)
mengungkapkan bahwa sekurangnya
373 even digelar selama perayaan satu
dasawarsa keistimewaan DIY dalam ku-
run waktu satu bulan. Sekurangnya
lebih dari 10 even digelar dalam setiap
harinya, belum lagi even-even yang dige-
lar oleh swasta atau swadaya.

Tentunya, even itu bagaikan gula
yang akan dikerubungi semut, dimana
para pelaku UMKM selalu eksis dengan
even-even kreatif yang digelar di Yogya.
Artinya, pemda memiliki komitmen
yang kuat untuk terus menjaga konsis-
tensi ekosistem ekonomi daerah. Yang
notabene banyak disangga pelaku
UMKM yang banyak berkecimpung
dalam sector industri kreatif.

Tentunya alokasi sumberdaya Pemda
yang tidak seberapa dalam mengungkit
perekonomian daerah itu,

bas ongkos kirim ini, mampu mening-
katkan tujuh kali lipat dari biaya ongkos
kirimnya, yang jangkauannya hingga ke
seluruh wilayah Indonesia. Namun, be-
berapa hal perlu diperhatikan terkait
subsidi ongkir ini, seperti : masih tinggi-
nya tingkat kelolosan pelaku UMKM
dalam kurasi produk karena literasi dig-
ital yang cukup rendah dan ketersedi-
aan akses internet yang belum merata.
Untuk itu, upaya untuk memberikan
skema pelatihan digital dan dukungan
sarpras internet harus benar-benar di-
wujudkan, dalam perspektif kolaboratif
dan saling support lintassektor. Pemda
sudah tidak lagi menunggu bola, tetapi
harus aktif jemput bola dalam mendo-
rong kampanye transformasi digital.
Kita semua berharap, melalui ketahan-
an ekonomi UMKM yang dibangun se-
cara organik, akan menjaga kualitas
pertumbuhan ekonomi. Harapannya,
mampu menekan laju inflasi. 0
*) Wisnu Hermawan,
Kabid Layanan Kewirausahaan
KUKM Diskop UKM DIY.

menjadi tumpuan ketika
diprioritaskan kepada pro-
gram kegiatan yang memiliki
dampak menjaga ketahanan
ekonomi rakyat. Dukungan
pemberian subsidi ongkos
kirim melalui Sibakul kepa-
da pelaku UMKM ditengah
situasi yang sulit ini, setidak-
nya memberikan jawaban
yang membantu pemasaran
produk.
Bebas Ongkos Kirim

Data Sibakul yang dikum-
pulkan sejak delapan bulan
terakhir melalui menun-
jukkan bahwa pelaku usaha
mikro kecil yang dipriori-
taskan mendapat fasilitas be-

impor.

Fojok KR

Presiden minta stop ketergantungan kedelai

-- Dukungan pemerintah sangat dibu-
tuhkan.

Upaya banding Sambo ditolak.
-- Demi nama baik Polri juga.

BMPS DIY minta agar PTS jangan hanya
membangun gedung terus.
-- Membangun SDM juga sangat perlu.

shskesk

shskesk

Bzass

iklankryk13@gmail.com.
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